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ABSTRAK

Fajar Rizkiyanto

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM NARAPIDANA
PENDERITA HIV/AIDS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI
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HIV/AIDS berasal dari mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan
psikotropika. Salah satu proses penular HIV/AIDS, ialah melalui jarum suntik
selain itu penuralan HIV/AIDS juga dapat melalui kontak langsung antara lapisan
kulit dalam (membrane mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang
mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan
air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vagina, anal, atau
pun oral), transfuse darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi
selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan
cairan-cairan tubuh tersebut. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit
Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Untuk
penanganan khusus yang diberikan kepada narapidana atau sering disebut juga
warga binaanya itu antara lain adalah akomodasi warga binaan berupa penyediaan
ruang sel kamar-kamar yang harus dihuni sendiri oleh masing-masing tahanan.
Pengecualian hanyalah bagi ruangan besar untuk ditempati beberapa orang, dan
ruangan-ruangan khusus terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS.
Mengenai kedudukan hokum atau hak-hak para narapidana serta kewajibannya
sebagai penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Pangkalpinang bahwa Belum adanya sel atau ruangan khusus untuk menahan
narapidana penderita HIV/AIDS. Pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita
HIV/AIDS dilakukan lebih intensif atau lebih khusus dibandingkan dengan
narapidana lainnya. Kendala dalam menangani penanganan khusus terhadap
narapidana penderita HIV/AIDS adalah factor psikologis narapidana yang takut
diasingkan atau dikucilkan oleh narapidana lainnya. Faktor keterbatasan
sumberdaya, baik dalam hal sumber daya manusia, dan sarana prasarana
kesehatan merupakan faktor-faktor yang secara dominan mempengaruhi
implementasi kebijakan penanganan khusus terhadap narapidana penderita
HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang.
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ABSTRACT

Fajar Rizkiyanto

ANALYSIS OF LEGAL STANDING OF PRISONERS OF
HIV/AIDS IN THE REVIEW OF LAW NUMBER 12 YEAR 1995

ABOUT CORRECTIONAL FACILITIESIN THE
CORRECTIONAL INSTITUTION KLAS IIA PANGKALPINANG

Skripsi Faculty of Law 2016

Keywords: HIV, Correctional Institutions, Prisoners

HIV/AIDS come from those involved in the crime of narcotic drugs and
psychotropic substances. One of the processes of transmitting HIV/AIDS, is
through a syringe besides penuralanHIV / AIDS can also be through direct
contact between the skin layer (mucous membrane) or the bloodstream with a
bodily fluid containing HIV, such as blood, semen, vaginal fluid, preseminal fluid,
and breast milk. Transmission can occur through sexual intercourse (vagina,
anal, or oral), blood transfusion, contaminated hypodermic needles, between
mother and baby during pregnancy, childbirth, or breastfeeding, as well as other
forms of contact with the body fluids. Penitentiary is a Technical Implementation
Unit in the Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human
Rights (formerly the Ministry of Justice). For special treatment given to prisoners
or inmates often called among other things is the accommodation of inmates
include the provision of cell space rooms to be occupied solely by each prisoner.
Exceptions only for large room to live a few people, and the rooms of lodging of
prisoners living with HIV/AIDS. Regarding the position of the law or the rights of
prisoners and obligations as people with HIV/AIDS in Correctional Institution
Klas IIA Pangkalpinang that the absence of a cell or a special room to hold those
with HIV/AIDS. Health care for those with HIV/AIDS in doing more intensive or
more specialized than the other inmates. Constraints in dealing with special
treatment to those with HIV/AIDS is psychological factors inmates who fear
shunned or ostracized by other inmates. Factors limited resources, both in terms
of human resources, health and infrastructure are all factors that predominantly
affect special handling policy implementation to inmates as those with HIV/AIDS
in the Correctional Institution Klas IIA Pangkalpinang.
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